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ABSTRACT
This study examines agreement or contract aspects of consumtive murabahah on
one of the Islamic banking in East Java, namely BPR Sharia-X to its conformity
with the principles of sharia, from the Islamic perspective. BPR Sharia is selected
based on consideration that conventional banks are generally more obedient
because they feel controlled by regulations (the government) and public in the
sense that customers of conventional bank are generally more educated in
understanding of banking rules. While customer of BPR Sharia is facing financial
problem, they are less concerned to the rules and focus more on how to get a loan
immediately. This study used a qualitative approach. Data is collected by
observing of documents and interviews. Based on interviews with informants that
are Managing Director, front liner staff, and the accounting staff as well as one of
the customers, this study found some discrepancies of murabaha consumptive
practices law with the sharia such as the bank acts as a provider of funds, rather
than acting as a seller. Buying and selling is done by the customer and the
supplier and the bank serves as a funder. Transactions between customers and
suppliers are not accompanied by wakalah contracts. In addition, discount for
early settlement of payment of penalties for late payment agreed upon at the
beginning of the contract. These methods certainly not suitable in accordance with
the mandate of sharia. This phenomenon represents that practices being murabaha
is another form of conventional banking by borrowing Islamic sharia labels.
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ABSTRAK
Penelitian ini meneliti aspek-aspek akad murabahah konsumtif pada salah satu
perbankan syariah di Jawa Timur, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah X (BPR
Syariah-X) terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, dari perspektif
syariah murni maupun syariah terapan (fatwa DSN). Pemilihan BPR Syariah
didasarkan pada pertimbangan bahwa pada umumnya bank-bank umum lebih taat
ketentuan karena merasa diawasi pemerintah dan publik dalam pengertian bahwa
umumnya nasabah bank umum lebih berpendidikan sehingga mengerti aturan
perbankan. Sedangkan pada bank-bank perkreditan rakyat, karena nasabahnya
relatif masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi, mereka kurang memberi
perhatian terhadap aturan main, yang penting dapat segera menerima pendanaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Koleksi data dilakukan dengan
mengamati dokumen-dokumen akad serta wawancara. Berdasarkan studi
wawancara dengan informan penelitian, yaitu Direktur Utama, staf bagian front
liner, dan staf akuntansi serta salah satu nasabah, penelitian menemukan beberapa
ketidak-sesuaian praktik murabahah konsumtif dengan harapan syariat
diantaranya bahwa ternyata bank berperan sebagai penyedia dana, bukan
bertindak sebagai penjual. Jual beli dilakukan oleh nasabah dan suplier dan bank
berfungsi sebagai penyandang dana. Transaksi antara nasabah dengan suplier
tidak disertai dengan kontrak wakalah. Selain itu, potongan pelunasan jika terjadi
pembayaran dipercepat atau denda atas keterlambatan pembayaran disepakati
diawal akad. Cara-cara ini tentu saja menodai atau tidak sesuai dengan amanah
syariah murabahah. Fenomena ini merepresentasi bahwa praktik-praktik
“memurabahkan murabahah” adalah bentuk lain pengemasan produk perbankan
konvensional dengan meminjam label-label syariah Islam.
Kata kunci: memurabahkan murabahah, murabahah konsumtif, PSAK 102,
syariah
1. Latar Belakang
Produk murabahah merupakan produk perbankan yang paling dominan dan
populer. DeLorenzo (1999) mencatat bahwa murabahah menyumbang hampir
70% dari seluruh pembiayaan bank syariah, sedangkan Hamoudi (2007)
mencatatkan angka 80-95% dominasi transaksi murabahah dalam lembaga
pembiayaan bank. Dominasi pembiayaan murabahah dianggap menguntungkan
bagi lembaga pembiayaan syariah. Faisal (2011) mengutip pendapat Vogel dan
Hayes (1998) bahwa setidaknya ada tiga keuntungan transaksi murabahah, yaitu
pertama kepastian pembeli, yang mana bank syariah tidak akan membelikan suatu
barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, di mana
bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya.
Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasi. Intinya, produk
murabahah disenangi oleh bank-bank Islam disebabkan oleh rendahnya tingkat
risiko (Adnans, 2008) dan bagi nasabah, produk tersebut sesuai dengan kebutuhan
nasabah.
Awalnya, produk-produk perbankan syariah ditujukan untuk meningkatkan
kemaslahatan umat melalui akad-akad pembiayaan atau jual beli atas dasar syariat
Islam, yaitu prinsip profit and loss sharing (PLS). Konsep ini merupakan
representasi prinsip bebas riba. Dengan PLS, bank tidak saja harus berbagi saat
laba, tapi juga harus mau menanggung rugi bersama saat defisit. Tentu saja,
konsep ini dianggap menghambat tujuan ekonomi oleh perbankan konvensional.
Pada perkembangan selanjutnya konsep ini banyak mengalami modifikasi.
Bank-bank di Timur Tengah kurang menyukai sistem PLS pada konteks loss
sharing (Mahtuhin, 2004). Selain itu, transaksi syariah tidak membolehkan
menetapkan/mengambil jaminan. Bagi bank, tidak adanya jaminan sama halnya
dengan menantang risiko. Lebih dari itu, bank syariah tidak diperkenankan
mengenakan denda atau menetapkan jumlah pembayaran yang berbeda atas dasar
waktu (time value of money).
Kini kita mahfum alasan dibolehkannya mengambil jaminan, mengenakan
denda, dan atau memberi potongan atas pembayaran yang dipercepat sebagaimana
tertera dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah angka 13 “Penjual dapat
meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah antara lain dalam
bentuk barang yang dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya” adalah merupakan
back up atas penolakan risiko. Hal serupa juga diakomodir pada angka 15 hingga
17 tentang potongan pelunasan (diskon). Konsep tersebut pada hakikatnya
menyelisihi syariat (fiqh) Islam yang tidak pernah mengijinkan bersemayamnya
time value of money dalam akad-akad syariah.
Tidak hanya di wilayah konseptual, penyimpangan atas kaidah syariat juga
banyak terjadi di tataran praktik. Murabahah yang dimaksudkan sebagai transaksi
antara penjual (bank) dan nasabah (pembeli) seringkali menjadi lahan kredit
sebagaimana yang dipraktikkan pada lembaga pembiayaan konvensional. Bank
bertindak hanya sebagai penyedia dana bagi kebutuhan pembeli (nasabah).
Supaya terlihat syar’i, bank kemudian menyertakan akad tambahan yaitu akad
wakalah. Cara inipun tidak serta merta aman dari tinjauan fiqh, karena sejatinya
telah menghalalkan dua akad dalam satu transaksi.
Maraknya pelanggaran-pelanggaran fiqh, bahkan dengan modus hybrid
kontrak, memotivasi peneliti untuk menelisik aspek-aspek akad murabahah dan
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah baik itu syariah murni maupun
syariah aplikatif (Fatwa DSN). Studi ini dilakukan pada salah satu BPR Syariah
atas pertimbangan bahwa pada umumnya BPR syariah, karena merasa jauh dari
sorotan regulasi termasuk Fatwa DSN sehingga menjadi lebih berani
mengabaikan aturan DSN dan juga PSAK.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, yang berarti kurang
memusatkan perhatian pada analisis hubungan antar angka, namu lebih memberi
perhatian pada latar belakang terbentuknya angka. Jadi, penelitian kualitatif tidak
hendak melakukan pengukuran atas angka dengan alat-alat statistik, namun lebih
bermaksud melakukan pemaknaan atau penginterpretasian atas realitas wicara
(tuturan) dan realitas teks. Seluruh data, baik itu data wicara dan data angka,
seluruhnya diperlakukan sebagai data teks yang hendak dimaknai secara subyektif
dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah.
Oleh karena rancangan penelitian ini merupakan studi kasus, maka obyek
penelitian ini ditetapkan pada salah satu entitas yang dapat mewakili perbankan
syariah, yaitu BPR Syariah. Nama BPR Syariah sengaja dianonimkan demi alasan
kenyamanan, kerahasiaan, dan dalam rangka memenuhi kode etik penelitian.
Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan tahap-tahap analisis
dimulai dari meninjau akad murabahah, yaitu bagaimana bank menentukan harga
jual, penetapan margin, pengenaan denda dan diskon, serta mekanisme akuntansi
yang dilakukan hingga menandingkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip
syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Tinjauan atas Akad Murabahah Konsumtif
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada PT. BPR
Syariah “X” akad yang dilakukan untuk pembiayaan murabahah konsumtif
adalah akad murabahah konsumtif. Akad dilakukan antara bank dengan
nasabah setelah nasabah menyepakati ketentuan-ketentuan dan melengkapi
persyaratan serta prosedur pembiayaan. Maksimum pembiayaan yang dapat
diterima nasabah adalah 70% dari harga aset, dan hanya dikucurkan untuk
pembelian barang yang halal dan bebas riba.
Ketentuan untuk pendanaan atas pembelian barang yang halal dan bebas
riba ini, agaknya sesuai dengan Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ayat 1 hingga ayat 3 yang
menyatakan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah dan
bank memberikan sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya. Setelah semua persyaratan dipenuhi, bank akan
melakukan kesepakatan (akad) dengan nasabah berkaitan dengan harga jual,
margin yang diinginkan pihak bank, pengenaan denda dan pemberian potongan
pelunasan.
Berikutnya, pada saat akad bank dan nasabah juga menyepakati harga
jual, margin keuntungan, dan denda (ta’zir). Pertama, kesepakatan tentang
harga jual adalah harga beli pokok ditambah dengan nilai tertentu sebagai
bagian dari keuntungan bank (margin). PT. BPR Syariah “X” menyepakati
margin dalam prosentase antara 15%-21%. Penyebutan margin ini sekaligus
menandai harga jual, yaitu harga pokok ditambah margin. Ini berarti bahwa
keuntungan yang diinginkan bank telah ditetapkan/disepakati dalam akad.
Dengan demikian bank hanya akan menyepakati pembiayaan dengan margin
minimal 15% dari harga pokok barang. Pada praktiknya, marketing biasanya
menawarkan margin agak tinggi (25%), dengan harapan bahwa saat nasabah
menego margin, bank masih dapat mencapai tingkat keuntungan maksimum,
yaitu 21%. Jadi, walaupun bank telah menetapkan standar margin tertinggi ada
pada rentang 21% namun marketing dan dengan kesepakatan nasabah dapat
menetapkan margin lebih dari 21%. Cara menyepakati margin dan harga jual
seperti ini telah memenuhi kaidah syariah murabahah yang juga telah tertuang
dalam PSAK 102 paragraf 24 yang menyebutkan bahwa presentase keuntungan
dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset
murabahah. PSAK 102 paragraf 10 juga menyebutkan bahwa harga yang
disepakati dalam murabahah adalah harga jual ditambah dengan sejumlah
margin, yang berarti pembeli mengetahui harga pokok barang. Dapat
disimpulkan bahwa kaidah penetapan harga dan margin telah sesuai dengan
ketentuan PSAK 102.
Yang menjadi catatan adalah bahwa dalam konteks murabahah di mana
bank bertindak sebagai penjual, penyerahan kepada pihak pembeli bukan
berbentuk aset, namun diserahkan dalam bentuk uang agar pembeli melakukan
pembelian sendiri, pembelian ini tidak disertai dengan kontrak urbun ataupun
akad wakalah.
Selanjutnya adalah berkaitan dengan cara pembayaran. Oleh karena
sistem pembayaran nasabah dilakukan dengan cara tangguh, yaitu sistem
pembayaran angsuran hingga masa jatuh tempo, maka timbul kemungkinan
pembayaran dipercepat atau melebihi masa jatuh temponya. BPR Syariah “X”
pada saat akad juga menyepakati pengenaan denda jika nasabah lalai dalam
melaksanakan kewajibannya. Adapun besarannya biasanya menyesuaikan
dengan kondisi nasabah atau sesuai dengan kesanggupan nsasabah, dalam arti
tidak ditetapkan besaran bakunya. BPR Syariah “X” sengaja tidak menentukan
besaran denda, karena bagi bank ini pengenaan denda bersifat mengigatkan
nasabah untuk mengupayakan pembayaran tepat waktu. Cara ini agaknya
mengadaptasi ketentuan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/1X/2000 ayat 4
yang menerangkan bahwa sanksi didasarkan pada prinsip (ta’zir) yaitu
bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
Selanjutnya, Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/1X/2000 ayat 5 menyebutkan
bahwa denda dapat dikenakan atas nasabah yang mampu namun lalai dalam
melakukan pembayaran. Jadi, pengenaan denda pada nasabah yang dengan
sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan tertentu dianggap
tidak menyelisihi Fatwa DSN MUI. Namun demikian setelah ditelusur secara
mendalam bahwa dalam proses penagihan yang dilakukan hingga ke rumah
nasabah menunjukkan bahwa secara finansial nasabah dalam kondisi
ketidakmampuan. Ini terbukti bahwa hingga didatangi ke rumah, nasabah tidak
mampu menyetorkan kewajibannya pada periode berjalan. Dalam pandangan
syariat bahwa menangguhkan tagihan kepada pengutang yang dalam keadaan
sulit merupakan keutamaan1. Demikian pula amanat Fatwa DSN MUI No.
17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 2 bahwa nasabah yang tidak/belum mampu
membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
Terakhir berkaitan dengan pembayaran dipercepat. BPR Syariah “X”
menetapkan bahwa nasabah yang melunasi atau membayar angsuran lebih
cepat akan memperoleh potongan tagihan. Besarnya potongan disesuaikan
dengan kebijakan pada PT. BPR Syariah “X”. Kaidah ini merujuk pada Fatwa
DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah
(khashm fi al murabahah) yang menyebutkan bahwa LKS boleh memberikan
potongan dari total kewajiban nasabah bagi yang melakukan pembayaran tepat
waktu sehingga nasabah mengalami penurunan kemampuan. Fatwa ini juga
1. Hadis riwayat Hudzaifah ra., (Shahih Muslim No.2917) ia berkata:
Rasulullah SAW. bersabda: Para malaikat menerima ruh seorang lelaki dari umat sebelum kamu. Mereka
bertanya: Apakah kamu pernah melakukan suatu kebaikan? Ia menjawab: Tidak. Mereka bertanya lagi:
Cobalah kamu mengingat! Lelaki itu menjawab: Saya dahulu pernah mengutangkan orang-orang, lalu aku
menyuruh pembantu-pembantuku untuk menangguhkan tagihan utang kepada orang yang sedang dalam
kesulitan (miskin) serta memaafkan orang yang kaya. Rasulullah saw. bersabda: Lalu Allah SWT.
berfirman: Maafkanlah orang itu!.
menetapkan bahwa besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas
diserahkan pada kebijakan LKS.
3.2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Konsumtif
Perlakuan akuntansi murabahah meliputi pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan yang telah diatur dalam PSAK 102. PT. BPR
Syariah “X” melaporkan neraca, laporan laba rugi, arus kas, laporan perubahan
modal, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa PT. BPR Syariah “X” menggunakan pendekatan accrual basis dalam
mengakui pendapatan dan beban. Pengakuan piutang murabahah diakui
sebesar biaya perolehan (harga pokok) ditambah dengan keuntungan dan
diakui pada saat akad dilakukan dengan jurnal.
Piutang murabahah xxx
Kas xxx
Potongan pembelian aset murabahah yang diperoleh nasabah sebagai
hadiah pembelian barang dalam bentuk apapun akan menjadi hak nasabah, baik
terjadi sebelum atau sesudah akad. Potongan pelunasan sebelum jangka waktu
berakhir pihak bank akan memberikan potongan atas margin keuntungan yang
belum jatuh tempo dan bank mengakuinya sebagai pengurang keuntungan
murabahah.
Pendapatan murabahah xxx
Margin murabahah sebelum jatuh tempo xxx
Penyajian margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang
piutang murabahah
Piutang murabahah xxx
Margin murabahah ditangguhkan x xx
4. Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menelisik aspek-aspek akad murabahah dan
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah baik itu syariah murni maupun
syariah aplikatif (Fatwa DSN). Studi ini dilakukan pada salah satu BPR Syariah
atas pertimbangan bahwa pada umumnya BPR syariah, karena merasa jauh dari
sorotan regulasi termasuk Fatwa DSN sehingga menjadi lebih berani
mengabaikan aturan DSN dan juga PSAK.
Dengan desain kualitatif, peneliti lebih memusatkan perhatian pada data
teks yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi perusahaan dan diperkuat
dengan cara wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPR Syariah X
menggunakan akad murabahah konsumtif dalam menyalurkan pembiayaan
murabahah. Secara umum, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh bank
telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang murabahah. Harga jual
ditentukan berdasarkan harga pokok ditambah dengan margin, yang disepakati
kedua belah pihak pada saat kesepakatan. Yang menjadi catatan adalah bahwa
dalam konteks murabahah di mana bank bertindak sebagai penjual, penyerahan
kepada pihak pembeli bukan berbentuk aset, namun diserahkan dalam bentuk
uang agar pembeli melakukan pembelian sendiri, pembelian ini tidak disertai
dengan kontrak urbun ataupun akad wakalah. Selain itu, potongan pelunasan
tagihan murabahah dan denda (ta’zir) atas keterlambatan juga disepakati pada
saat akad atau sebelum akad sesuai dengan kebijakan bank. Selanjutnya, bank
juga melakukan penagihan langsung kerumah nasabah saat nasabah tidak mampu
melunasi hutang pada periode berjalan.
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